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Info Artikel:  ABSTRAK  

  Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 
usia minimal menikah  adalah  19  tahun.  Namun,  perkawinan  di  
bawah  usia  tersebut  masih dimungkinkan melalui dispensasi 
yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini menganalisis  
perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  nasional  terkait  dispensasi 
perkawinan pasca perubahan usia minimal menikah dalam UU 
Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi 
dampak perubahan tersebut. Metode yang digunakan adalah 
metode hukum normatif, yang berfokus pada kajian aturan dan 
prinsip hukum. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam 
cenderung lebih fleksibel dalam  memberikan  dispensasi,  
sementara  hukum  nasional  semakin  ketat  setelah perubahan 
UU. Dampak perubahan usia minimal menikah terlihat dari 
penurunan jumlah  permohonan  dispensasi,  yang  mencerminkan  
meningkatnya  kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
pendidikan dan penundaan usia menikah. Perubahan ini 
diharapkan mendukung perkembangan kualitas generasi muda di 
masa depan.. 
 
ABSTRAK 
Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 stipulates that the 
minimum age for marriage is 19 years. However, marriages below this age 
are still possible through a dispensation regulated by law. This study 
analyzes the perspectives of Islamic law and national  law  regarding  
marriage  dispensations  following  the  amendment  to  the minimum 
marriage age in Law Number 16 of 2019. Additionally, this study 
evaluates the impact of the amendment. The method used is normative 
legal research, focusing on the study of legal rules and principles. Based 
on the research findings, Islamic law tends to be more flexible in granting 
dispensations, while national law has become stricter following the 
amendment. The impact of the minimum marriage age change is reflected 
in the decline in the number of dispensation requests, indicating increased 
public awareness of the importance of education and delaying marriage. 
This change is expected to support the development of future generations' 
quality 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan  

masyarakat yang diatur  oleh  berbagai  norma,  baik  itu  norma  agama  

maupun  norma  hukum(Johan Nasution, 2014).  Di  Indonesia, hukum 

perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang telah mengalami  perubahan  melalui  Undang-Undang  

Nomor  16  Tahun  2019.  Usia minimal perkawinan  meningkat  sebagai  akibat  

dari  perubahan  ini,  yang  menaikkan  usia minimal wanita dari  16  tahun  

menjadi  19  tahun. Tujuan  dari perubahan  ini adalah  untuk melindungi jiwa 

orang yang akan melangsungkan pernikahan dari bahaya yang akan menimpa 

mereka  sendiri dan meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga(Johan Nasution, 

2014).   

Selain  itu,  perubahan  usia pernikahan  juga merupakan bentuk 

perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia 

dini.Perubahan  usia  minimal  perkawinan  yang  diatur  dalam  undang-

undang memberi konsekuensi pada perkawinan yang mana hanya boleh 

dilakukan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Namun, pengaturan 

yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, bahkan  perkawinan  

dapat  dilakukan  pada  usia  di  bawah  19  tahun.  Menurut  hukum, 

perkawinan antara pria dan wanita di bawah usia 19 tahun dianggap sebagai 

penyimpangan atau dispensasi. Dispensasi  perkawinan terjadi di antara calon 

mempelai yang belum berusia 19 tahun dengan pihak keluarga khususnya 

orang tua yang melakukan pengajuan permohonan perkawinan kepada 

pengadilan agama. Orang tua sering mengajukan dispensasi nikah untuk 

alasan tertentu, seperti keadaan mendesak seperti anak perempuan telah hamil, 

anak berisiko atau  sudah berhubungan seksual,  atau  orang  tua  percaya  anak  

berisiko  melanggar  norma agama dan social(Afandi et al., 2024). 

Dalam  hal  ini,  dispensasi  perkawinan  menjadi  isu  yang  menarik  

untuk ditelaah. Dispensasi adalah izin yang diberikan kepada pasangan yang 

ingin menikah meskipun belum memenuhi syarat usia yang ditentukan. Di 
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dalam Hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tentang 

perkawinan, termasuk syarat-syarat  yang harus dipenuhi agar perkawinan 

sah. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengeksplorasi  bagaimana  Hukum  

Islam memandang dispensasi perkawinan dalam konteks perubahan yang 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.Hukum  Nasional  dan  

Hukum  Islam,  meskipun  berasal  dari  sumber  yang berbeda, seringkali  

saling  bersangkutan  dalam  konteks  perkawinan  di  Indonesia.  Hukum 

Nasional memberikan  kerangka  kerja  yang  lebih  formal  dan  terstruktur  

mengenai  usia minimal perkawinan,  sementara  Hukum  Islam  memberikan  

panduan  moral  dan  etika  yang berlandaskan pada  ajaran  agama.  Dengan  

demikian,  analisis  terhadap  kedua  perspektif  ini akan memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dispensasi perkawinan(Febriani 

et al., 2024). 

Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  terkait  dispensasi  

perkawinan di Indonesia  setelah  perubahan  usia  perkawinan  dalam  

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019. Pandangan  ini  penting  untuk  

dipahami  agar  dapat  mengidentifikasi  perbedaan, kesamaan, serta potensi  

konflik  antara  kedua  sistem  hukum  tersebut.  Selanjutnya,  pada dampak 

perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

terhadap praktik pemberian dispensasi  perkawinan  di  Indonesia  dan  

kesesuaiannya  dengan  prinsip-prinsip  Hukum Islam. Dampak  ini  sangat  

penting  untuk  diteliti,  mengingat  dispensasi perkawinan seringkali menjadi 

solusi untuk pasangan yang tidak memenuhi syarat usia, namun tetap ingin 

melangsungkan pernikahan(Hasan, 2021). 

Dalam  perspektif  Hukum  Islam,  dispensasi  perkawinan  harus 

mempertimbangkan kepentingan  dan  kesejahteraan  individu,  terutama  

perempuan  dan  anak.  Oleh  karena  itu, analisis mengenai  dampak  

perubahan  usia  perkawinan  ini  perlu  dilakukan  dengan  cermat agar tidak 

melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak yang menjadi inti 

ajaran Islam. Dengan  demikian,  jurnal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  

pemahaman  yang  lebih mendalam mengenai  hubungan  antara  hukum  
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nasional  dan  hukum  Islam  dalam  konteks dispensasi perkawinan.  

Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi 

pengembangan hukum  perkawinan  di  Indonesia  yang  lebih  responsif  

terhadap  kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

agama.Berdasarkan  pendahuluan  tersebut,  maka  rumusan  masalah  dalam  

jurnal  ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional 

terkait dispensasi perkawinan di Indonesia  setelah  perubahan  usia  

perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019? serta bagaimana 

dampak perubahan usia perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor 16 

Tahun 2019  terhadap  praktik  pemberian  dispensasi  perkawinan  di  

Indonesia  dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam? Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam dan hukum nasional 

terhadap dispensasi perkawinan pasca perubahan usia minimal perkawinan 

yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Dengan  

menggali  keselarasan  dan  perbedaan antara kedua sistem hukum ini, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam  mengenai  bagaimana  masing-masing  hukum  merespons  isu  

dispensasi perkawinan. Fokus utama adalah pada kriteria yang ditetapkan di 

masing-masing sistem hukum dan bagaimana  hal  ini  berinteraksi  dengan  

nilai-nilai  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif,  

yang berarti menggunakan objek kajian tentang kaidah atau aturan 

hukum(Agustianti et al., 2022). Metode ini dilakukan dengan penelitian kaidah 

atau peraturan hukum sebagai pedoman untuk peristiwa hukum. Dalam hal ini 

dispensasi  perkawinan  dikaitkan  dengan  perubahan  peraturan  perundang-

undangan dan perspektif hukum nasional dengan hukum  islam(Sari et al., 

2022). Metode  ini  berpatokan  pada  beberapa asas hukum  dan  prinsip-

prinsip hukum  yang  berhubungan  dengan  peristiwa  hukum.  Dalam  hal ini 
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berpedoman pada sudut pandang hukum nasional dan hukum islam mengenai 

dispensasi perkawinan(Sugiyono & Lestari, 2021).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  Terkait  Dispensasi  

Perkawinan diIndonesia Setelah Perubahan Usia Perkawinan Dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  

Dispensasi  perkawinan  adalah  suatu  mekanisme  yang  memungkinkan  

individu untuk menikah meskipun belum memenuhi syarat usia minimum 

yang ditentukan oleh hukum. Di Indonesia, perubahan usia perkawinan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi fokus perhatian, 

terutama dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Nasional. UU No. 16 Tahun 

2019 mengubah ketentuan tentang batas usia minimum untuk menikah. Dalam  

pasal  7  yang  berbunyi  “Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan 

wanita sudah mencapai  umur 19 tahun”. Dari pernyataan pasal diatas, 

ditetapkan bahwa usia minimal untuk  menikah  adalah  19  tahun  bagi  kedua  

belah  pihak.  Perubahan  ini bertujuan untuk melindungi  hak-hak  anak  dan  

perempuan,  serta  mendorong  pernikahan yang  lebih matang secara  mental  

dan  fisik(Mahrani, Siti Meutia Sari, 2022).  Dengan  adanya  aturan  ini,  

dispensasi perkawinan yang sebelumnya banyak  digunakan  untuk  mengatasi  

pernikahan  di  bawah umur menjadi semakin penting untuk dipahami. 

Dispensasi  dalam  perspektif  hukum  nasional  merupakan  diberikannya 

kelonggaran terhadap penerapan aturan hukum yang sedang berlaku. Dalam 

diberlakukannya dispensasi berfungsi  untuk  mengatasi  situasi  yang  darurat,  

yang  mana  dalam  penerapan  hukum yang ketat dapat menyebabkan 

ketidakadilan. Misalnya, dalam pernikahan, undang - undang dapat 

memberikan dispensasi bagi individu yang berusia di bawah batas yang 

ditentukan dengan alasan yang logis, seperti kehamilan atau lainnya. 

Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  dispensasi  diatur  dalam  Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini 

https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd
https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd


ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam 
https://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd 

Vol. 2, No. 1, April 2025 

 

214 

   E-ISSN: 2715-5678 
 
 

memungkinkan pengadilan memberikan izin bagi  pernikahan  di  bawah  usia  

yang  ditentukan.  Bisanya  dalam  proses permohonan dispensasi  melibatkan  

beberapa  lembaga,  salah  satunya  Pengadilan  agama. Dalam pengambilan 

keputusan sudah merupakan keputusan yang terbaik bagi pihak yang terlibat. 

dalam hal ini kita tahu bahwa dispensasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menciptakan keadilan sosial dan fleksibel dalam penerapan 

hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat penegak aturan, tetapi juga 

melindungi hak suatu individu. Hukum  Islam  memiliki  pandangan  khusus  

mengenai  perkawinan  yang  cukup berbeda dari  ketentuan  hukum  nasional.  

Dalam  konteks  hukum  Islam  memperbolehkan pernikahan di usia  yang  

lebih  muda,  asalkan  individu  telah  mencapai  "baligh,"  yaitu dewasa secara 

fisik dan mental. Konsep baligh ini seringkali diukur melalui tanda-tanda fisik 

atau usia tertentu yang  bervariasi  di  antara  berbagai  tradisi  Islam.  Dengan  

adanya  UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal untuk menikah 

menjadi 19 tahun bagi kedua  belah pihak, muncul  pertanyaan  mengenai  

bagaimana  hukum  Islam  dapat beradaptasi dengan ketentuan hukum 

nasional yang baru ini. 

Tahun  2019  bertujuan  untuk  melindungi  anak  dan  perempuan  dari  

dampak negatif pernikahan  dini.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  pernikahan  

di  usia  muda seringkali berdampak  buruk  terhadap  kesehatan  fisik  dan  

mental,  serta  pendidikan  dan  ekonomi. Oleh karena itu, UU ini mendorong 

masyarakat untuk mempertimbangkan lebih matang sebelum melangkah  ke  

pernikahan,  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup pasangan 

dan keluarga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menekankan 

pentingnya kesiapan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Namun,  

tantangan  muncul  ketika  masyarakat,  terutama  di  daerah  dengan  tradisi 

kuat, masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Beberapa 

tokoh agama mendukung  dispensasi  sebagai  solusi  untuk  menjaga  nilai-

nilai  sosial,  meskipun harus disesuaikan dengan ketentuan  usia yang baru. 

Misalnya,  di beberapa daerah, pernikahan pada usia 16 atau 17 tahun dianggap 

wajar jika kedua belah pihak telah mencapai baligh dan siap  bertanggung  
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jawab(Ferdiyono & Santoso, 2018).  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  yang  

menangani perkara perkawinan  dalam  konteks  Hukum  Islam  juga  memiliki  

peran  penting  dalam  hal ini. Pengadilan  dapat  memberikan  penjelasan  

yang  jelas  mengenai  dispensasi perkawinan, sehingga  masyarakat  dapat 

memahami  batasan  dan syarat  yang  diatur oleh UU  No. 16 Tahun 2019.  Di  

sinilah  pentingnya  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  agama,  dan 

masyarakat. Secara keseluruhan, pengaturan dispensasi perkawinan dalam UU 

No. 16 Tahun 2019 mencerminkan  perubahan  signifikan  terhadap  pernikahan  

di  Indonesia.  Meskipun Hukum Islam memberikan ruang untuk pernikahan 

di usia yang lebih muda, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka 

panjang dari pernikahan dini. Dengan ini, diharapkan dapat tercipta 

keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan hukum nasional, demi 

perlindungan dan kesejahteraan masyarakat(Yusma Lukman Yasin, Muslihun, 

2019). 

B. Dampak Perubahan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019  Terhadap  Praktik  Pemberian  Dispensasi  

Perkawinan  di  Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip 

Hukum Islam 

Perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dengan wali atau yang mewakilinya, dan diperbolehkan bagi pria dan wanita 

bersenang-senang sesuai dengan jalan  yang  telah  disyariatkan.  Masyarakat  

Indonesia  dapat  digolongkan  sebagai masyarakat yang  heterogen  dalam  

segala  aspek.  Dari  sisi  agama,  terlihat  jelas  bahwa Indonesia memiliki 

beberapa  agama  yang  diakui(Bugis et al., 2019).  Semua  agama  tersebut  

memiliki aturannya masing-masing, termasuk  tata  cara  perkawinan.  

Perubahan  usia  minimal perkawinan  dalam Undang-Undang Nomor  16  

Tahun  2019  dari  16  tahun  menjadi  19 tahun  membawa  perubahan 

signifikan dalam  kebijakan  perkawinan  anak  di  Indonesia. Tujuan  utama  

perubahan  ini  adalah untuk mengurangi  angka  perkawinan  pada  

anak(Online & Cetak, 2023). Perkawinan  di bawah  umur biasanya merupakan 

akibat  dari  pergaulan  anak  dan  opini yang berkembang di tengah 
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masyarakat, pengaruh lingkungan, atau pengaruh hukum adat yang memaksa 

terbentuknya pandangan anak di bawah umur terhadap perkawinan. Tentu 

saja hal ini lebih buruk  lagi bagi masa depan anak yang  bersangkutan.  

Sehingga dalam Konvensi Hak Anak (CRC), usia minimal perkawinan pada 

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun  2019  merupakan  salah  satu  upaya  untuk 

melindungi anak  dari  eksploitasi  dan dampak negatif perkawinan 

dini(Yusma Lukman Yasin, Muslihun, 2019). Dampak  dari  perubahan  usia  

minimal  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 

terhadap praktik pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia:  

1. Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Kepada Pengadilan Agama 

Pemerintah  telah  memberikan  solusi  mengenai  perkawinan  pada  usia  

anak dengan melewati pertimbangan dan proses dalam menekankan batas 

minimal usia pernikahan ini atau  dikenal  dengan  dispensasi.Program  

kependudukan  diharapkan  perkawinan yang dilakukan oleh usia anak 

dapat dengan kesiapan  mental,  spikis, dan fisik agara dapat membina 

perkawinan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.Pengadilan 

agama mengalami  kenaikan  usia  minimal  perkawinan  ini  memunculkan  

lonjakan permohonan dispensasi perkawinan. 

Pengadilan agama sebagai yang berwenang  dalam menangani 

dispensasi kawin memberikan tempat bagi pernikahan anak di bawah 

umur di Indonesia. Banyak  masyarakat,  terutama  di  pedesaan,  masih  

memandang  perkawinan  dini sebagai hal yang wajar, terutama dalam 

konteks ekonomi, adat, atau akibat kehamilan pranikah. Dispensasi 

perkawinan yang dimungkinkan oleh undang-undang memberikan 

peluang bagi anak di bawah umur untuk tetap melanjutkan pernikahan, 

namun dengan persetujuan pengadilan  agama.  Data  dari  berbagai  

pengadilan  agama  menunjukkan bahwa permohonan dispensasi 

meningkat setelah perubahan usia minimal, menunjukkan adanya 

tantangan dalam penerapan kebijakan baru ini di lapangan. 

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan dan 

Perlindungan Anak Pentingnya  pendidikan  bagi  anak-anak  untuk  
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meningkatkan  kesadaran masyarakat, terutama  bagi  perempuan.  

Pendidikan  sering  terhenti  ketika  anak  menikah  di  usia dini, dan akan 

berdampak pada kehidupan mereka.  Pemerintah melalui  kebijakan ini 

berharap bahwa  dengan  meningkatkan  usia  minimal  perkawinan,  anak-

anak  akan mempunyai kemampuan  yang  lebih  baik  untuk  

menyelesaikan  pendidikan  mereka sebelum memasuki pernikahan, 

sehingga dapat memperbaiki kondisi di masa depan. Hal  tersebut sesuai 

dengan Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memperjelas mengenai 

bahwa Hakim wajib menggunakan metode dan bahasa yang dimengerti 

anak dalam persidangan, juga tidak diperbolehkan menggunakan atribut 

persidangan.Dalam persidangan  berlangsung,  Hakim  wajib  memberikan  

nasihat  kepada  Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali 

Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan sebagai kepastian dalam 

memastikan Pemohon, Anak, Calon  Suami/Isteri  dan Orang Tua/Wali  

Calon  Suami/Isteri  apakah  memahami  risiko  perkawinan, Dispensasi 

perkawinan adalah suatu terkait dengan: (1) Kemungkinan berhentinya 

pendidikan bagi anak; (2)  Keberlanjutan  anak  dalam  menempuh  wajib  

belajar  12 tahun; (3)  Belum siapnya organ reproduksi anak; (4) Dampak 

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan (5) Potensi perselisihan dan 

kekerasan dalam rumah tangga.  

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini masih  

cukup besar. Salah  satu  tantangan  utama  adalah  resistensi  dari  masyarakat  

yang  masih memandang perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Pernikahan 

dini sering kali diakar pada norma-norma budaya yang telah diwariskan dari 

generasi ke generasi. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan pada usia yang 

lebih muda dianggap sebagai bagian integral dari tradisi  dan norma-norma  

keluarga  yang  dijunjung  tinggi.Kurangnya  akses  dan kualitas pendidikan 

juga  menjadi  faktor  yang  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam pemahaman 

masyarakat terhadap risiko pernikahan dini. Hal tersebut tentu menghambat 

pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi negatif pernikahan dini dan 
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mengusulkan solusi yang terkait dengan pemberdayaan  melalui  sistem  

pendidikan.  

 Adapun  hal  lain  menjadi tantangan yakni Kemiskinan terkait ekonomi 

merupakan faktor kritis yang seringkali mendorong keluarga untuk melihat 

pernikahan dini sebagai solusi yang dapat mengurangi beban ekonomi yang 

mereka hadapi.Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, 

termasuk lembaga agama dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan 

kesadaran tentang dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya 

pendidikan bagi anak-anak 

 

KESIMPULAN 

Ada  kondisi  tertentu  yang  dapat  menjadi  alasan  untuk  memberikan 
dispensasi perkawinan,  baik  menurut  hukum  nasional  maupun  hukum  
Islam.  Terdapat  perbedaan pandangan antara  hukum  nasional  dan  hukum  
Islam  mengenai  dispensasi  perkawinan. Sementara hukum nasional 
menetapkan usia minimal untuk pria dan wanita 19 tahun, hukum Islam tidak 
menetapkan usia minimal untuk menikah. Hukum Islam cenderung lebih 
fleksibel dalam memberikan  dispensasi,  terutama  dalam  kondisi  darurat  
atau  terdapat  alasan  yang kuat. Usia minimal pernikahan tidak disepakati 
oleh para ulama. Perubahan undang-undang ini telah mendukung  konservatif  
Islam,  yang  ingin  menunda  usia  pernikahan  hingga seseorang merasa lebih  
matang.   

Sementara  itu,  undang-undang  nasional  cenderung  lebih ketat,  terutama 
setelah perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini dibuat untuk 
melindungi  hak-hak anak, meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan,  dan  
menghentikan pernikahan  dini  yang berdampak buruk.  Dengan  
mempertimbangkan  keadilan  sosial  dan kepentingan anak, dispensasi 
perkawinan diatur untuk memberikan kelonggaran dalam situasi 
tertentu.Perubahan  usia  perkawinan  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019  
telah  memberikan dampak signifikan  terhadap praktik pemberian dispensasi 
perkawinan di Indonesia. Jumlah permohonan dispensasi  cenderung  
menurun,  menunjukkan  adanya  peningkatan  kesadaran masyarakat akan 
pentingnya  pendidikan  dan  penundaan  usia perkawinan.  

 Namun,  praktik dispensasi masih tetap terjadi, terutama dalam kasus-kasus 
yang melibatkan kehamilan di luar nikah atau alasan-alasan sosial budaya 
lainnya. Perubahan usia perkawinan  dalam  Undang-Undang Nomor 16 
Tahun2019  merupakan  langkah  progresif  dalam  upaya  melindungi  hak-hak  
anak dan perempuan. Meskipun  terdapat  tantangan  dalam  implementasinya,  
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secara  keseluruhan  perubahan  ini telah memberikan dampak positif terhadap 
praktik perkawinan di Indonesia 
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